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BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 63 /DPMPTSP-TK/2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN MERANGIN

BUPATI MERANGIN

umbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
Merangin tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan
Tenaga Kerja Kabupaten Merangin.

gingat = 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Sarolangun Bangko
dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

e Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur [(Tembaran Necara Permiithklr JIndameacie Taliiiee 1000
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Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Mentern Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);




13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor
10);

14. Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Merangin Tahun 2016 Nomor 38);

15. Peraturan Bupati Merangin Nomor 36 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN MERANGIN.

Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten
Merangin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
dijjadikan pedoman dalam rangka meningkatkan efisiensi,
efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan
pelayanan perizinan kepada masyarakat;

Jenis Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU, tercantum pada Lampiran [ dan I
Keputusan ini :

Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Kepala
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kabupaten Merangin Nomor 41/DPMPTSP-
TK /2017 dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 0). Januari 2018

,\ BUPATI ME
*

zan Kepada Yth :

Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin di Bangko.

Sdr. Kabag Hukum Setda Kabupaten Merangin di Bangko.
Sdr. Organisasi Setda Kabupaten Merangin di Bangko.
Arsip.
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